
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

a. b.ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3.11 ayat ( 1} 
Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai 
penjelasan dan dokumsn-dokumen pendukungnya kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang­ 
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama 
antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya; 

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024; 

BUPATI JAYAWIJAYA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

P:E:RATURAN DAERAH KAI3UFATEN JA'lAWIJAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

BUPATI JAYAV.lIJAYA 
PROVINS! PAPUA PEGUNUNGAN 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

3. Undang .. Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nemer- 3569}; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi,. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409};. 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer- 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2-011 ten tang· Pembentukan Peraturan Perundang­ 
U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Pera.turan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856};, 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6805); 

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indenesia N6ffl0P 6856}; 

17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 140~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6896); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2024 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik· Indonesia Nomor 
3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U mum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340};_ 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 481 7); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972'} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir­ 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2-010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5,. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Mili.k Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523) 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nemer- 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224}; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang. Berada di Bawahnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor- 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 6730); 

-6- 



35. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan., dan Rencana 
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka 
Pelaksan.aan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
673.1}; 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6850); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik- Indonesia Nemer 6909}; 

40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

41. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60).;_ 

42. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2-023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 112); 
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43. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 29); 

44. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111); 

45. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 151); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 64 tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Peru bahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2-017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067).;, 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi · Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka. Panjang Daerah clan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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51. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630} sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer- 70 Tahun 2-019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11141; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 
Pendidikan Pada Pemerintah Daerah 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200); 

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan 
Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 310); 

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat 
Tahun 2023 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 382); 

57. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 630); 

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1460); 
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60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang 
Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2022 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umurn, dan 
Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1334); 

61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010 / 2021 
tentang Sasaran lnflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan 
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 870); 

62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415); 

63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2022 
Tahun 2022 tentang· Pengelolaan Penerimaan dalam 
Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.07 /2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2022 
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 197); 

64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07 /2022 
tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan 
Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 

65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana 
Alokasi Umum Y.ang· Disalurkan Secara Nontunai Melalui 
Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 218); 
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67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 

68. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 473); 

69. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 72); 

70. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Reneana Pembangunan Daerah Previnsi 
Papua Pegunungan Tahun 2024-2026; 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2023 Nomor 10); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 Nomor 3); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 
2016 Nomor 4); 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayawijaya Tahun 2016 Nomor 9); 

75. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 
Tahun 2021 tentang· Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 
Nomor 10); 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayawijaya Tahun 2022 Nomor 8); 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

78. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 
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Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. l.713.997.269.405,- yang 
bersumber dari: 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 
Rp.1. 769.551.125.486,- 
dengan rincian sebagai berikut :· 
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.713.997.269.405,- 
b. Belanja Daerah Rp. l.769.551.125.486,- 

Defisit/Surplus Rp. (55.553.856.081,-) 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp. 55.553.856.081,- 
2. Pengeluaran Rp. 0,- 
Pembiayaan Netto Rp. 55.553.856.081,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah. 

Pasal l 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN :RJ\h.'YAT DAE:RAH KABUPATEN JAYAWI:JAYA 

dan 
BUPATI JAYAWIJAYA 

79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

80.. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 
100.3.3.3/6/Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang 
Anggaran Pendapatan dan · Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Jayawijaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
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fl} Lain-lain pendapatan daerah yang· sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c clirencanakan sebesar Rp. 38.932.617.077,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan. 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000,-; 
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 0,-; 
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 15.932.617.077,-. 

Pasal 6 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. l.591.231.123.915,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; clan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.572.028.725.915,-; 

(3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
huruf b clirencanakan sebesar Rp. 19.202.398.000,- 

Pasal 5 

( 1 ~ Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 83.833.528.413,- yang terdiri atas: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 12.184.800.000,-; 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b 
direneanakan sebesar Rp. 51.308. 932.000,-~ 

( 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.087.767.529,-; 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.252.028.884,- 

Pasal 4 

a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 182.926.249.471,- yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal bangunan dan gedung·. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; clan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.802.000.000,-; 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.563.486. 788,-; 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direneanakan sebesar Rp. l 11.418.208.349,-; 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. l.236.716.257.915,- yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2), Belanja pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 495.334.158.991,-; 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 401.385.877.470,-; 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 0,-; 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 0,-; 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 315.611.981.010,.-;_ 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 24.384.240.444,-. 

Pasal 8 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 
Rp. 1.769.551.125.486,- yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 7 

-14- 



( 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.553.856.081,- yang terdiri atas: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. 50.553.856.081,-; 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-; 

Pasal 13 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 
Rp. 55.553.856.081,- yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 12 

( 1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 347.408.618.100,- yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direneanakan sebesar Rp. 2.548.173.200,-;· 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 344.860.444.900,-. 

Pasal 11 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,-, yang terdiri atas Belanja Tidak 
Terduga. 

Pasal 10 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 47.270.320.334,-; 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp. 812.234.000,-; 

(7) Belanja modal modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- 
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( I] Dalam k-eadaan darurat termasuk- k-eperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang clitetapkan dalam peraturan 
daerah ini, yang selanjutnya climasukan dalam perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 

Pasal 16 

( 1} Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar 
Rp. (55.553.856.081,-). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 
55.553.856.081,-. 

Pasal 15 

( 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- yang tercliri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cieilan pokok utangyangjatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
(2), Pembentukan dana cadangan sebagaimana climaksud pada ayat [L] huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 0,-; 
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,-; 
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l} huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,-; 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 0,-; 
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana climaksud pada ayat (1), huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 0,-. 

Pasal 14 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang clipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c clirencanakan sebesar Rp. 0,-; 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d direncanakan sebesar Rp. 0,-; 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,-; 

(7) Penerimaan pemhiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 0,-. 
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g. Lampiran VII 

f. Lampiran VI 

e. Lampiran V 

cl. Lampiran IV 

c. Lampiran III 
dan Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 
Sinkronisasi program pada RPJMD 
dengan rancangan APBD; 
Sinkronisasi program, kegiatan, sub 
kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS 
dengan Rancangan APBD; 

h. Lampiran VIII 

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Dae rah 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang meru pakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya ini 
terdiri dari: 

Pasal 17 

2024, dengan ta.ta cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. ke butuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan;dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 
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~~~~~· dengan aslinya 
KEPALA BAG',#11 ... "'.Jt:TD~'.e]::N PERUNDANG-UNDANGAN 

THONY M. MAYOR 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 1 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINS! PAPUA 
PEGUNUNGAN NOMOR 01/2024 

cap/ttd 

Diundangkan di W amena 
Pada tanggal 26 Maret 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA 

SUMULE TUMBO 

cap/ttd 

Pj. BUPATI JAYAWIJAYA, 

Ditetapkan di Wamena 
Pada tanggal 25 Maret 2024 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten 
Jayawijaya. 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 

n. Lampiran XIV 

1. Lampiran IX 

J. Lampiran x 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional 
dengan Program Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 
Investasi Daerah Lainnya; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 
LainLain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy 
years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 
Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 
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